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MAHKAMAH SYAR’IYAH 

KUALASIMPANG KELAS II 
 
Jl. Sekrak-Kp Bundar Karang Baru 

Komp. Perkantoran Pemkab 
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Nomor SOP SOP/AP/62 

Tanggal Pembuatan 04 September 2017 

Tanggal Revisi 16 Juli 2018 

Tanggal Efektif 16 Juli 2018 

Disahkan oleh  Ketua  

BAGIAN KEPANITERAAN Judul SOP 
Pelayanan Permohonan 
Perceraian dari PNS atau TNI 
atau Polri 

 
 

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 
1. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman; 
2. Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-
undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk 
kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 
tahun 2009; 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik; 

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 
KMA/001/SK/1991 tentang Pola pembinaan dan 
pengendalian Administrasi perkara; 

5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 
KMA/004/SK/1992 tentang Kepaniteraan 
Pengadilan Agama; 

6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 
KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku 
II pedoman Pelaksanaan Tugas dan Aministrasi 
Peradilan; 

7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 
026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan 
Peradilan; 

8. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 002 
Tahun 2012  tentang  Pedoman penyusunan 
Standar Operasional Prosedur di lingkungan 
Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada 
dibawahnya; 

 

1. S1 Hukum 
2. S2 Hukum 
3. SMA Sederajat yang memahami pola bindalmin 
4. Menguasai Aplikasi SIPP 
 

KETERKAITAN PERALATAN / PERLENGKAPAN 

SOP Mekanisme Penerimaan Perkara 
 

Perlengkapan Komputer, ATK, Buku Pedoman dan Peraturan-
Peraturan 

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN 

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan 
berakhir 

Buku Register Perceraian PNS, TNI dan POLRI 
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No Aktivitas 

Pelaksana Mutu Baku 

Ket 
Meja 

I 
Meja 

II 
Kas

ir 
Pani 
tera 

ket
ua 

Ket 
ua 
Maj 
elis 

 
JS/ 
JSP 

Persyaratan/ 
kelengkapan 

Waktu Output 

1 Menerima surat 
permohonan/ 
gugatan dari 
PNS,TNI/POLRI 

        PC, kertas, 
alat tulis, 
stempel, dan 
Referensi 
terkait 

10 
menit 

Surat 
gugatan/ 
permohonan 
yang 
diterima 
meja 1 
sebanyak 
jumlah 
tergugat 
ditambah 
empat 
salinan utk 
majelis 
hakim dan 
arsip 

 

2 Menaksir panjar 
biaya perkara 
sesuai dengan 
SK Ketua 
Mahkamah 
Syar’iyah 
Kualasimpang 
dan membuat 
SKUM untuk 
dibayarkan 
melalui Bank 
yang ditunjuk 
 

        PC, kertas, 
alat tulis, 
stempel, dan 
Referensi 
terkait 

10 
menit 

Lembar 
SKUM dan 
Bukti Setor 

 

3 Menerima bukti 
setor Bank dan 
membukukanny
a dalam Buku 
Jurnal 
Keuangan serta 
memberi nomor, 
kemudian 
membubuhkan 
tanda tangan 
dan cap tanda 
lunas pada 
SKUM 
 

  
 

     PC, kertas, 
alat tulis, dan 
Referensi 
terkait 

10 
menit 

Bukti Setor 
berikut 
lembar 
SKUM yang 
sudah di cap 
tanda lunas, 
serta Buku 
Jurnal yang 
sudah 
dicatat 

 

4 Menerima 1 
(satu) rangkap 
surat gugat/ 
permohonan 
yang telah diberi 
nomor berikut 
SKUM  
 

        PC, kertas, 
alat tulis dan 
Referensi 
terkait 

10 
menit 

Surat gugat / 
permohonan 
yang sudah 
diberi nomor 
perkara. 

 

5 Mencatat 
perkara tersebut 
dalam buku 
register induk 
gugatan/permoh
onan Buku 
Register 
Perceraian PNS, 
TNI dan POLRI 

   
 

     PC, kertas, 
alat tulis dan 
Referensi 
terkait 

20 
menit 

Buku 
register 
induk 
gugatan / 
permohonan 
Buku 
Register 
Perceraian 
PNS, TNI 
dan POLRI 
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6 Menyerahkan 1 
rangkap surat 
gugat/ 
permohonan 
yang telah 
terdaftar berikut 
SKUM rangkap 
1 kepada 
Penggugat 
/Pemohon 
 

         PC, kertas, 
alat tulis. 

5 menit Terserahkan
nya Surat 
gugat/permo
honan yang 
telah 
terdaftar 
berikut 
SKUM 

 

7 Memasukkan 
surat gugat/ 
permohonan 
tersebut yang 
telah dilengkapi 
formulir PMH 
penunjukan PP, 
Penunjukan 
Jurusita 
Pengganti, PHS 
dan instrumen-
instrumen yang 
diperlukan 
(setelah 
Intrumen bukti 
penyerahan 
kebolehan atau 
tidak boleh dari 
atasan, dan lain-
lain) 
 

         PC, kertas, 
alat tulis. 

10 
menit 

Surat gugat / 
permohonan 
yang 
dibendel 
dalam map 
berkas 
perkara 

 

8 Menerima 
berkas perkara 
untuk 
diserahkan 
kepada Ketua 
Pengadilan 
Agama 
 

         Map Berkas 
Perkara 

10 
menit 

Terserahkan
nya Berkas 
Perkara 

 

9 Membaca, 
menunjuk dan 
Menandatangani 
Penunjukan 
Majelis Hakim 
(PMH) 
 

       Berkas 
Perkara 

15 
menit 

PMH yang 
telah 
ditandatanga
ni 

 

10 Menunjuk 
Panitera 
Pengganti dan 
menandatangani 
Penunjukan 
Panitera 
Pengganti (PP) 
beserta Jurusita 
Pengganti 
 

       Berkas 
Perkara 

15 
Menit 

Penunjukan 
PP dan JS 
yang telah 
ditanda 
tangani 

 

11 Menyerahkan 
Berkas Perkara 
kepada Ketua 
Majelis 

       Berkas 
Perkara 

5 menit Terserahkan
nya Berkas 
Perkara 
kepada 
Ketua 
Majelis 

 

12 Membaca, 
membuat dan 
menandatangani 
Penetapan Hari 
Sidang (PHS)  

       Berkas 
Perkara 

10 
menit 

Penetapan 
Hari Sidang 
(PHS) 
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13 Memanggil para 
pihak untuk 
mengikuti 
persidangan 

       Relaas 1 hari Relaas 
terlaksana 

 

 

 




